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SUATU TI_NJAUAN TENTANG TERTUNDANYA EKSEKUSI
PIDANA MATI DIKAITKAN DENGAN HAM s
( Studi Kasus di Pencadilan Negeri Lubuk Pakam Medan)

ABSTRAK

Oleh :
SUHARYETI
04 840 0224

Skripsi yang berjudul “Suatu Tinjauan Tentang Tertundanya Eksekusi Pidana
Mati Dikaitkan Dengan HAM (Kasus No. 34 PK/Pid/2002)” membahas tentang faktor-
faktor penyebab tertundanya eksekusi mati dengan menganalisis kasus No. 34
PK/Pid/2002 dengan Terpidana Ahmad Suraji als Nasib als Datuk, hukuman terberat
dalam sistem hukuman di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10
KUHPidana. Banyak alasan yang menyebabkan Pidana Mati tidak dihapuskan dari
sistem hukuman di Indonesia. Salah satu penyebabnya hal ini berkaitan dengan semakin
meningkatnya jumlah dan jenis kejahatan sekarang ini sebagai akibat globalisasi dan
modernisasi. Maka hukuman mati iitu masih sangat dibutuhkan terutama terhadap
kejahatan-kejahatan yang menyebabkan kerugian dan mengancam integritas bangsa dan
Negara seperti narkotika, korupsi, terorisme, pelanggaran Hak Asasi Manusia dan
sebagainya. Berbicara tentang pidana mati tidak terlepas dari pandangan-pandangan pro
dan kontra tentang pidana mati itu sendiri, apakah pidana mati itu masih relevan untuk
dipertahankan dalam sistem hukuman di Indonesia khususnya jika dikaitkan dengan
Hak Asasi Manusie (HAM) sebagaimana dalam Amandemen kedua UUD 1945 Pasal
28A dan Pasal 28] yang menyebutkan hak untuk hidup yang secara nyata bertentangan
dengan pidana mati yang diatur dalam Pasal 10 KUHPidana.

Khusus mengenai Kasus Ahmad Suraji als Naib als Datuk, sejak saat putusan
diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sampai pada pelaksanaan
eksekusi mati memakan waktu + 8 tahun. Hal ini disebabkan karena proses upaya
hukum pada tingkat Kasasi dan PK yang memakan waktu yang cukup lama, belum lagi
UU Grasi terbaru No. 22 Tahun 2002 yang memur.gkinkan dilakukannya grasi
sebanyak dua kali sehmgga ada indikasi Kuasa Hukum terdakwa berusaha mengulur—
ulur waktu pelak. "~ "Tamun terlepas dari semua itu, pids- -7 o T
tetap diperlukan dalam sistem hukuman di Indonesia sebagai detterence effect dan shock
teraphy terhadap pelaku kejahatan itu sendiri maupun masyarakat lain agar tidak
melakukan kejahatan yang serupa. Namun yang perlu diperhatikan mengenai
pelaksanaan eksekusinya agar jangan terlalu lama karena akan menyebabkan tekanan
pooicgic yong borat kosi Tamidana mati, karena menunggu tanpa kepastian sudah
merupakan hukuman baglnya Oleh sebab itu hendaknya hukuman mati yang dilakukan
benar-benar berorientasi pada Hak Asasi Manusia.
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Bismillahirrahma.. .. , |

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penvlis,sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini.. shalawat beriring salam juga penulis persembahkan
kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang
pentingnya ilmu bagi kehidupan didunia dan dikhirat kelak.

Skripsi ini merupakan satan satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi in berjudul
“POLITIK HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN
KORUPSI DIKOTA MEDAN?” (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan).

Didalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari
berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum

Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis.

2. Ibu Elvi Zahara Lubis SH. M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana

Fakultas Hukum Medan Area.

3. Bapak Suhattizi. . ~=laku Dosen Pembimbing I Penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Universitas Medan

Area.
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Terkhusus Ayahanda Alm. Edyal dan Ibunda Mardiani yang telah dengan
kasih sayangnya memberikan dorongan serta doa kepada penulis.

Yang Tercinta kepada saudara penulis kakanda Yeni Susanti, Etika Novita,
Novrida dan Abangda Agustawarman yang telah memberikan dorongan baik
moril maupun materil kepada pehu]ivs.

Yang Tersayang keponakan penulis Marsya Nabila, Syahna Salsabila, Ade,
Aditya. Arya, Bintang dan Avril yang memberikan semangat kepada penulis.
Yang Terkasih Roy Ganda Napitupulu yang memberikan dukungan dan
bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Teman Kos Ade, dini. Hari, mul, pipit, vini dan nani, serta Ibu Kos
Endang yang memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis.

Kepada Rekan-rekan seangkatan penulis, Julia Kurnia SH, Umi Fatimah SH,
Herman Josep SH. Rajak SH, Haris Ferdinand SH dan semua teman yang
telah benyak membantu penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat

bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2009

Penulis
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SUATU TINJAUAN TENTANG TERTUNDANYA EKSEKUSI
PIDANA MATI DIKAITKAN DENGAN HAM
( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Medan)

ABSTRAK

Oleh :
SUHARYETI
04 840 0224

Skripsi yang berjudul “Suatu Tinjauan Tentang Tertundanya Eksekusi Pidana
Mati Dikaitkan Dengan HAM (Kasus No. 34 PK/P1d/2002)” membahas tentang faktor-
faktor penyebab tertundanya eksekusi mati dengan menganalisis kasus No. 34
PK/Pid/2002 dengan Terpidana Ahmad Suraji als Nasib als Datuk, hukuman terberat
dalam sistem hukuman di Indonesia scbagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10
KUHPidana. Banyak alasan yang menyebabkan Pidana Mati tidak dibapuskan dan
sistem hukuman di Indonesia. Salah satu penyebabnya hal ini berkaitan dengan semakin
meningkatnya jumlah dan jenis kejahatan sekarang ini sebagai akibat globalisasi dan
modernisasi. Maka hukuman mati iitu masih sangat dibutuhkan terutama terhadap
kejahatan-kejahatan yang menyebabkan kerugian dan mengancam integritas bangsa dan
Negara seperti narkotika, korupsi, terorisme, pelanggaran Hak Asasi Manusia dan
sebagainya. Berbicara tentang pidana mati tidak terlepas dari pandangan-pandangan pro
dan kontra tentang pidana mati itu sendiri, apakah pidana mati itu masih relevan untuk
dipertahankan dalam sistem hukuman di Indonesia khususnya jika dikaitkan dengan
Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dalam Amandemen kedua UUD 1945 Pasal
28A dan Pasal 28] yang menyebutkan hak untuk hidup yang secara nyata bertentangan
dengan pidana mati yang diatur dalam Pasal 10 KUHPidana.

Khusus mengenai Kasus Ahmad Suraji als Naib als Datuk, sejak saat putusan
diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sampai pada pelaksanaan
eksekust mati memakan waktu + 8 tahun. Hal ini disebabkan karena proses upaya
hukum pada tingkat Kasast dan PK yang memakan waktu yang cukup lama, belum lagi
UU Grast terbaru No. 22 Tahun 2002 yang memungkinkan dilakukannya grasi
sebanyak dua kali schingga ada indikasi Kuasa Hukum terdakwa berusaha mengulur-
ulur waktu pelaksanaan eksekusi. Namun terlepas dari semua itu, pidana mati masih
tetap diperlukan dalam sistem hukuman di Indonesia sebagai detterence effect dan shock
reraphy terhadap pelaku kejabatan itu sendirt maupun masyarakat lain agar tidak
melakukan kejahatan yang serupa. Namun yang perlu diperhatikan mengenai
pelaksanaan eksekusinya agar jangan terlalu lama karena akan menyebabkan tekanan
psikologis yang berat bagi Terpidana mati, karena menunggu tanpa kepastian sudah
merupakan hukuman baginya. Oleh sebab itu hendaknya hukuman mati yang dilakukan
benar-benar berorientasi pada Hak Asasi Manusia.
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dalam ilmu hukum pidana. Teorl ini menganjurkan tentang pentingnya efek jera (
detterence effect ) dalam pemidanaan. Dalam perkembangannya teori ini mengalami
perubahan yang signifikan. Pemidanaan tidak lagi ditujukan pada efek jera akan
tetapi kepada rehabilitas terhadap terpidana yakni dengan mengembalikan terpidana
seperti semula agar dapat bersosialisasi dan dapat diterima oleh masyarakat.
Walaupun penerapan hukuman mati dalam praktek sering menimbulkan perdebatan
antara setuju dan tidak setuju, bagaimana pendapat yang tidak setuju pemberlakuan
hukuman mati, namun kenyataannya secara yuridis formal pidana mati itu memang
dibenarkan, hal ini dapat di buktikan beberapa pasal ada dalam KUHPidana dan
diluar KUHPidana tetap mencantumkan adanya pidana mati.

Mengenal masalah penggunaan pidana mati di Indonesia masih
diperhitungkan akan kemungkinan adanya suatu kekhilafan, oleh karena itu dalam
hukum acara pidana ditentukan, bahwa dalam putusan hakim yang menjatuhkan
pidana mali, sebelum pidana itu dilaksanakan, senantiasa Kepala Negara diberikan
kesempatan untuk memberikan pengampunan atau grasi kepada terpidana mati.

Dalam kurun waktu Tahun 1992-1997 lebih kurang 12 orang dijatuhi
hukuman mati karena melakukan tindak pidana pembunuhan, pencurian dengan
kekerasan, narkotika dan subversi.

Pada tahun 2003 masalah eksekusi mati menjadi pembicaraan yang ramai di
masyarakat, sehubungan dengan pengumuman yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung
selaku pihak yang dalam posisi eksekutor, dimana Presiden Megawati Soekarnoputri
menolak grasi yang diajukan sejumlah terpidana mati. Penolakan grasi terhadap
keenam terpidana mati itu tertuang dalam Keppres No.20/G, 21/G, 22/G, dan Nomor
24/G tahun 2003, yang ditanda tangani Presiden Megawati Soekarno Putri tanggal 03
Februari 2003 dan dikirtm ke Kejaksaan Agung tanggal 04 Februari 2003, dari

keenam terpidana mati tersebut, Cuma satu yang dhukum karena kasus narkotika dan

obat-obatan berbahaya (narkoba) yakni Ayodhya Prassad Chaubey (65), warga India
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ilmiah, pendapat sarjana, surat kabar, artikel dan juga berita yang diperoleh
penulis dari internet yang bertujuan untuk memperoleh atau mencari konsepsi-
konsepsi, teori-teori atas asas-asas atau doktrin yang berkenan dengan pidana

mati.

o

Field Research (Studi Lapangan)

Field Research atau penelitian lapangan adalah sebuah usaha untuk
mengumpulkan data-data atau bahan-bahan secara langsung dari lapangan
yang dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam Medan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi dalam beberapa Bab dan Bab-
pab tersebut dibagi lagi dalam Sub Bab dan seluruhnya Skripsi ini terdiri dari 5 (lima)
Bab, adapun tujuan dari dibuatnya pembagian Bab dan Sub Bab adalah untuk

mempermudah telaah dan pengertian tentang apa yang dirangkum dalam Skripsi ini.

Bab I Pendahuluan
Yang diuraikan dalam Bab ini adalah tentang Pengertian dan Penegasan
Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan

Pembahasan. Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.
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Bab I1

Bab I

Pengertian Umum Tentang Pemidanaan di Indonesia
Yang dibahas dalam Bab kedua ini adalah tentang Arti dan Istilah
Pemidanaan, Pengertian Hukum Pidana, Pengertian dan Jenis-Jenis

Hukuman dan Tujuan Penjatuhan Pidana.

Beberapa Pandangan Terhadap Pidana Mati
Yang dibahas dalam Bab ketiga adalah Pandangan Yuridis dan

Kriminologi, Pro dan Kontra Pidana Mati.

Bab IV Hubungan Pidana Mati dengan Hak Asasi Manusia

Bab V

Dalam Bab ini penulis akan membahas menganai factor tertundanya
IFksekusi  Pidana Mati, Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati,

Pandangan HAM Terhadap Pelaksaan Hukuman Mati.

Kesimpuian dan Saran
Pada bagian akhir ini akan diberikan kesimpulan dan juga saran-saran

dari pembahasan terdahulu.
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Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana
penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan
mewajubkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang
berlaku dalam penjara.

Pidana penjara imi bervariasi, dari sementara minimal 1 hari sampai
pidana penjara secumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum
dimana ada ancaman pidana mati. Jadi. pada umumnya pidana penjara
maksimum ialah 15 tahun.

1.3 Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalsh bentuk dari hukuman perampasan
kemerdekaan bagi siterhukum yaitu pemisahan siterhukum dari pergaulan
hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan
hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan sseorang.,

Dalam KUHPidana Pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa pidana
kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, dan dalam hal gabungan
kejahatan, residive (pengulangan kejahatan), ketentuan yang terdapat dalam
Pasal 52 dan 52a, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 1 bulan
sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 18 ayat (2) KUHPidana.

Dalam hal pidana kurungan, tidak dapat dipekerjakan diluar daerah
dimana oa bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana itu dijatuhkan. Pidana
kurungan dapat sebagai pengganti dari pidana denda, jika seorang tersebut
tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayarnya, dalam
hal perkaranya tidak begitu berat.
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1.4 Pidana Denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan,

berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidan denda

merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain

terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada

larangan jika denda itu secara suka rela dibayar oleh orang lain atas nama

terpidana.

Menurut Pasal 30 KUHPidana :

b.

Banyaknya denda sckurang-kurangnya dua ratus lima puluh ribu
rupiah.

Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti
dengan hukuman kurungan.

Lamanya kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya 1 hari dan
selama-lamnya 6 bulan.

Dalam keputusan hakim ditentukan, bagi denda setengah rupiah atau
kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu 1 hari, bagi
denda yang lebih besar daripada itu, maka bagi tiap-tiap setengah
rupiah diganti tidak boleh lebih dari 1 hari, dan bagi sisanya yang tidak
cukup setengah rupiah, lamanya pun 1 hari.

Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya 8 bulan,
dalam hal mana denda maksimum itu dinaikkan, karena beberapa
kejahatan yang dilakukan, karena berulang melakukan kejahatan atau

lantaran hal-hal yang ditentukan dalam pasal 52.
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£ Hukuman itu sckali-kali tidak boleh dari § bulan.

Menurut Pasal 31 KUHPidana, bagi terhukum dapat seketika
menjalani kurungan sebagai pengganti denda jika ia merasa bahwa tidak
mampu membayar dendanya. Seandainya sebagian dendanya dibayar dan
sisanya tidak, maka kurungan sebagai pengganti dikurangi secara seimbang.

2. Pidana Tambahan
Dalamn KUHPidana tambahan terdapat dalam Pasal 10 ayat (6) yang terdiri
dari :
2.1 Pencabutan hak-hak tertentu
Dalam Pasal 35 KUHPidana ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam
putusan Hakim dari hak sibersalah ialah :
1. Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
2. Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia baik
udara, darat laut maupun kepolisian.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang-Undang
dan peraturan umum.
4. Hak untuk menjadi penaschat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas,
curator atau curator pengawas atas orang lain dari pad anaknya sendiri.
5. Kekuasaan orang tua. perwalian dan pengampunan aytas anaknya sendiri
6. Hak untuk mengerjakan sesuatu
Dalam Pasal 35 ayat (2) menyebutkan hakim tidak berkuasa akan
memecat seseorang pegawai dari jabatannya apabila dalam undang-undang
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dapat dihapuskan. Hukuman mati dapat membuat crang jera untuk melakukan
kejahatan.

Hal tersebut karena dengan divonis hukuman bagi sipelaku kejahatan
secara langsung ia telah menderita, jiwanya akan terguncang, hal ini dapat
dibuktikan dengan kasus terpidana mati Toegiman yang ditemukan tewas bunuh
diri dalam selnya sendiri di Lembaga Permasyaratan Kedungpane Semarang. Hal
ini membuktikan bahwa penantian pelaksanaan eksekusi mati tidak ada kepastian
akan menimbulkan penderitaan bagi terpidana mati itu sendiri, terpidana mati
vang tidak kuat jiwanya akan memilih jalan pintas.

Dari uraian diatas tentang konsep pidana mati dari segi kriminologi dapat
dikatakan bermanfaat apabila hukuman mati itu harus dilaksanakan. Karena
selarna ini menurut pandangan kriminologi bahwa hukuman mati tidak mampu
mengurangi tingkat kejahatan. Hal im tidak lain karena hukuman mati itu tidak
dilaksanakan sebagaimana mestinya, disamping ada upaya hukum yang dapat
dimintakan oleh siterpidana tidak ada persoalan tenggang waktu, sehingga hal ini

membuat terpidana menunggu tanpa kepastian.

3. Pro dan Kontra Pidana Mati
Pidana mati sebagai salah satu jenis pidana paling controversial selalu
mendapat sorotan dari berbagai kalangan diseluruh dunia. Bermacam-macam
pandapat dan alasan dikemukakan untuk mendukung dan menentang pidana mati.
Perbincangan mengenai pidana mati sendiri menghasilkan banyak sekali

pendapat baik dari kalangan hukum pemuka agama, dan sebagainya ada yang setuju
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diberlakukannya hukuman mati dan ada juga yang tidak setujudan meminta agar
dihapuskan  dart  hukum  Indonesia.  Alasannya  berbeda-beda ada yang
mengkaitkannya dengan asal usul dari hukum kita yang berasal dari peninggalan
colonial Belanda yang disahkan pada 1 Januari 1918 setelah dilakukannya unifikasi
terhadap seluruh hukum pidana bagi golongan bangsa tertentu yang kemudian W.v.S
Methoek van Starfrecht) berlaku bagi seluruh golongan penduduk Hindia Belanda.
Sementara pada saat penerapan ancaman hukuman mati dikuatkan didalam
KUHPidana, beberapa tahun sebelumnya (sejak tahun 1870) pemerintah Belanda
telah mencabut ancaman hukuman mati pada sistem hukumnya.

Pendapat lain mengatakan bahwa hukuman mati itu diberlakukan ternyata
kejahatan di Indonesia bukannya berkurang tapi semakin meningkat, walau secara
ronkrit hal ini sulit dibuktikan. Namun pendapat yang saat ini berkembang adalah
bahwa dengan diberlakukannya hukuman mati berarti melanggar hak asasi manusia
vang paling hakiki yakni hak untuk hidup. Hukuman mati bagi sebagian orang terasa
nveri sekaligus sesuatu yang dibenci, lalu dipertanyakaa “Kenapa mesti orang yang
“dibunuh’ atas nama demi hukum?”. Sementara itu korban kejahatan dan keluarganya
(korban pembunuhan, penyalahgunaan narkotika), justru gemas mengharapkan
pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana, setidaknya hukuman yang seberat-
beratnya. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena perbebdaan persepsi dalam
melihat dan menyingkapi pelaksanaan hukuman mati memiliki sudut pandang yarg

~erbeda-beda.
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2. Pidana mati dapdt dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun
yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana
penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.

3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.

4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit
jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan
terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh. Selain itu MK juga menyarankan
agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
segera dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kebijakan pemberlakuan hukuman mati ini merupakan pengembangan dari
teori absolute (pembalasan dan menakutkan) yang mendekatkan kepada efek jera.
Namun se¢jalan dengan dinamisasi hukum pidana dan pemidanaan lebih ditujukan
kepada teori rehabilitation (rehabilitasi/perbaikan terpidana. Jika hal ini dapat
dilaksanakan maka apabila terpidana telah selesai menjalani hukumannya maka ia
dapat kembali bersosialisasi dengan baik dengan masyarakatnya..

Jika hukuman mati telah dilaksanakan dan ternyata dikemudian hari
ditemukan bukti-bukti dan fakta lain menyatakan terpidana bukan pelaku kejahatan
tersebut, maka tertutup sudah upaya revisi baginya. Karena itulah beberapa aktivis
kemanusiaan melontarkan ketidak setujuannya terhadap hukuman mati, meskipun hal

it terkadang berbenturan dengan aktivis HAM pada kasus-kasus narkotika.
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BABY
PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor-faktor penvebab tertundanya eksekusi mati dikarenakan serangkaian
proses upaya hukum setelah putusan oleh Pengadilan Negeri yang memakan banyak
waktu mulai dari upaya hukum biasa yaitu Banding dan Kasasi serta upaya hukum
luar biasa yaitu Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali. Proses
hukum ini berlangsung cukup lama dikarenakan pada tahap Kasasi Demi
Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali tidak ada batas waktunya. Disamping
itu UL Grasi yang baru yaitu UU No. 22 Tahun 2002 memungkinkan diajukannya
Grasi sebanvak dua kali. Pengajuan Grasi dua kali memang tidak secara tersirat
dicantumkan dalam Undang-Undang Grasi No. 22 Tahun 2002 namun dari 1si pasal-
pasal tersebut dapat di interprestasikan/ditafsirkan lain dimana pengajuan Grasi
memungkinkan  adanya indikasi bagi Kuasa Hukum Terdakwa sengaja untuk
mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi.

Dalam Kasus Ahmad Suraji alias Nasib alias Datuk, kuasa hukumnya
menggunakan upaya-upaya hukum biasa dan luar biasa. Namun upaya hukum tidak
merubah putusan hukuman mati bagi terdakwa. Vonis mati sudah tepat dijatuhkan
kepada Terdakwa karena telah sesuai dan setimpal dengan kejahatan yang
dilakukannya, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh terlalu lama karena

berdampak tekanan mental bagi si terpidana.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Univ&Arcsciggg H%qﬁrb‘%i)e&itory uma.ac.id)5/8/24



Suharyeti - Suatu Tinjauan Tentang Tertundanya Eksekusi Pidana Mati Dikaitkan dengan....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Univ&Al"csé&:gg H%qﬁrb%i)e&itory uma.ac.id)5/8/24



Suharyeti - Suatu Tinjauan Tentang Tertundanya Eksekusi Pidana Mati Dikaitkan dengan....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Univ&Al"csé&:gg H%qﬁrb%i)e&itory uma.ac.id)5/8/24



Suharyeti - Suatu Tinjauan Tentang Tertundanya Eksekusi Pidana Mati Dikaitkan dengan....

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian satu (1) Stelsel Pidana,
Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum

Pidana, Jakarta : Raja Gralindo Persada.

Hamzah. Andi. 1985. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke
Reformasi. Jakarta : Pradnya Paramita.

Hamzah, Andi. 1985. Pidana Mati Dimasa Lalu, Kini dan Dimasa Depan. Jakarta :
Ghalia Indonesia

Harahap, M. Yahya. 1985. Permbahasan Permasalahan Penerapan KUHAP. Sinar
Grafika.

Ahmad Hamzah, dkk, Kamus Pintar Bahasa Indonesia. Edisi Baru, Fajar Mulya,
Surabaya

Prakoso, Djoko. 1985. Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas
Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Prints Darwin. 1989. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Djambatan.

Prodjoamidjojo. Martiman. 1997. Memahami  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana
Indonesia. Jakarta : Pradnya Paramita.

Rahardjo, Sutjipto. 1977. Ancka Persoalan Hukum dan Masyarakat. Bandung :
Alumni.

Cahetapy, JLE. 1981 Suarne Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap
Pembunuhan Berencana. Jakarta : Rajawali.

Siregar, Bismar. 1983 Berbagai Segi Hukum dan Perkembangannya. Bandung :
Alumni.

Sholehuddin, 2003. Sisten Sanksi Dalam Pidana. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soedjono, Dirdjosisworo. 2002. Pengadilan HAM Indonesia. Bandung : Citra Aditya
Bakti.

Sudarto, 1971. Masalah-Masalah Hukum No. 11/1973/. Fakultas Hukum UNPID,
Semarang.
Sunarja, Gunawan. 1993. Hak-Hak Asasi Manusia. Jakarta : Kanisius.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Univ&Al"csé&:gg H%qﬁrb%i)e&itory uma.ac.id)5/8/24



Suharyeti - Suatu Tinjauan Tentang Tertundanya Eksekusi Pidana Mati Dikaitkan dengan....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Univ&Al"csé&:gg H%qﬁrb%i)e&itory uma.ac.id)5/8/24





